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Puji dan syukur praktikan panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya praktikan dapat 
menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan di Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dengan tepat waktu. Tak lupa juga shalawat serta salam 
kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat-Nya ke jalan 
yang benar. 
Tujuan pembuatan Laporan PKL ini adalah untuk memenuhi 
sebagian persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi 
pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta. Selain itu, Laporan PKL ini disusun dengan tujuan agar praktikan 
dapat melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan PKL di 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Dalam penulisan Laporan PKL ini tidak terlepas dari bantuan, 
bimbingan, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak. Maka dari itu, 
pada kesempatan ini praktikan menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Kedua orangtua yang telah memberikan doa, semangat, dan 
dukungan kepada praktikan selama ini. 
2. Dr. IGKA Ulupui, SE., M.Si., Ak.,CA selaku Ketua Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Tri Hesti Utaminingtyas, SE, M.SA selaku Dosen Pembimbing 





memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada 
praktikan dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
4. Seluruh keluarga besar Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan 
Sektor Jasa Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan 
Perhubungan Otoritas Jasa Keuangan, terutama: 
a. Bapak Abu Rohman selaku Plt Kepala Bagian Pemantauan 
Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan yang telah 
memberikan izin dan kesempatan kepada praktikan untuk 
mengikuti Praktik Kerja Lapangan. 
b. Ibu Akmalia Purwaningsih, Mba Fauzia, Mba Ika, Mba 
Kuswantri, Mba Rani, Mba Shinta, dan Mas Irvan yang telah 
memberikan bimbingan dan motivasi kepada praktikan. 
5. Kepada para sahabat saya, yaitu Dita, Melissa, Safira, Indah, dan 
Nadhilah yang selalu memberikan semangat dan support.. 
Praktikan juga menyadari bahwa laporan PKL ini masih jauh dari 
kata sempurna, oleh karena itu praktikan mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun  agar dapat dijadikan pembelajaran pada waktu-waktu 
berikutnya. Semoga laporan PKL ini dapat memberikan manfaat kepada 
para pembaca. 
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A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  
Saat sedang mencari lowongan kerja untuk program Praktik Kerja Lapangan, 
Otoritas Jasa Keuangan sedang membuka lowongan untuk program Praktik Kerja 
Lapangan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa 
dari seluruh universitas di Indonesia untuk mengikuti program Praktik Kerja 
Lapangan di OJK dengan mengkuti beberapa persyaratan. Dengan adanya 
kesempatan tersebut, membuat praktikan berkeinginan untuk melaksanakan 
kegiatan PKL di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian setelah memenuhi segala 
persyaratan yang dibutuhkan OJK, praktikan langsung meng-apply dokumen yang 
dibutuhkan. Ketika melamar untuk program Praktik Kegiatan Lapangan di 
Otoritas Jasa Keuangan, tidak lama kemudian lamaran praktikan diterima di OJK 
sehingga praktikan tidak perlu untuk melamar program Praktik Kerja Lapangan di 
perusahaan lain.  
Praktikan memilih untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 
Otoritas Jasa Keuangan salah satunya juga dilatar belakangi oleh sesuainya OJK 
dengan jurusan yang praktikan tempuh di bangku perkuliahan. Otoritas Jasa 
Keuangan adalah suatu lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah 
berdsarkan UU Nomor 21 Tahun 2011. Fungsi dari pembentukan lembaga ini 
adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap 





pembentukan OJK tersebut sesuai dengan jurusan perkuliahan yang diambil oleh 
praktikan, yaitu bidang akuntansi.  
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk oleh pemerintah dengan tuntutan tugas yang 
memiliki kompleksitas tinggi dimana tugas OJK adalah memantau dan mengatur 
seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, seperti di sektor 
perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank lainnya seperti dana pensiun, 
asuransi, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Sebelum adanya OJK, 
lembaga yang bertugas dalam mengawasi dan mengatur sektor perbankan adalah 
Bank Indonesia, sedangkan tugas dalam pengawasan industri keuangan non- bank 
dan pasar modal dilakukan oleh Kementrian Keuangan dan Bapepam- LK.  
Dengan tugas yang diemban OJK tersebut, dapat dikatakan bahwa peran OJK 
sangat besar dalam perekonomian Indonesia dalam melakukan pengaturan dan 
pengawasan lalu lintas sektor jasa keuangan di Indonesia agar berjalan dengan 
lancar. Untuk mendukung keberhasilan kinerja OJK dalam perekonomian 
Indonesia, tentunya OJK membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas 
dan mampu memberikan konstribusi secara maksimal terhadap lembaga institusi 
independen ini. Namun, pada kenyataannya kebutuhan industri terhadap sumber 
daya manusia yang dihasilkan oleh institusi perguruan tinggi memang masih 
kurang. Penyebabnya adalah kurangnya wawasan, penguasaan teknolgi, dan 
pengetahuan langsung di lapangan atau kondisi nyata dunia kerja. Mahasiswa 
biasanya lebih banyak mempelajari ilmu di bidang kognitif dibandingkan praktik 
langsung ke lapangan. Revolusi industri 4.0 juga menuntut para pencari kerja 





secara baik, tetapi juga harus memerhatikan penguasaan teknologi dan bahasa 
asing. Kemampuan dalam berbahasa asing dan penguasaan teknologi adalah dua 
modal penting untuk bersaing dalam dunia kerja seiring terjadinya globalisasi.  
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu universitas negeri terkemuka di 
Indonesia memiliki salah satu misi, yaitu  menyiapkan tenaga akademik dan/atau 
profesional yang bermutu, bertanggung jawab dan mandiri di bidang pendidikan 
dan non-kependidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan.  
Dalam upaya mewujudkan misi tersebut, Universitas Negeri Jakarta memiliki 
beberapa program yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi lulusannya 
sehingga mereka akan lebih siap untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Sebagai 
contoh, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memiliki program 
pengembangan diri untuk mahasiswanya agar lebih siap menghadapi dunia kerja 
seperti PKL (Praktik Kerja Lapangan).  
Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja 
bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi – UNJ sekaligus memberikan kesempatan 
mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, mahasiswa diwajibkan menjalani 
program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan 
program studi masing-masing. Program PKL memberikan kompetensi pada 
mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis 
kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya Program Studi 
mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. Program Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) dilakukan agar mahasiswa dapat mengembangkan 





lapangan dan untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan yang didapat saat mengkuti kegiatan perkuliahan. Dengan harapan 
supaya mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja setelah lulus nanti. 
Dengan penjelasan tugas OJK yang telah praktikan jelaskan di atas, maka  
praktikan tertarik untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK).  
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) tentunya diadakan dengan beberapa maksud 
dan tujuan. Adapun beberapa maksud diadakannya kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut: 
1. Mengimplementasikan teori yang telah dipelajari paktikan di bangku 
kuliah dengan keadaan sesungguhnya di lapangan kerja.  
2. Mempelajari bidang pekerjaan di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan 
latar belakang yang ditempuh oleh praktikan, yaitu akuntansi. 
3. Mencari wawasan dan pengalaman bagi praktikan agar mampu 
mengembangkan kemampuan pribadi saat terjun ke dunia pekerjaan yang 
sebenarnya.  
Selain memiliki beberapa maksud, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
juga memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut: 





2. Bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana permasalahan dan kekurangan 
di OJK yang berguna dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 
praktikan.  
3. Bertujuan untuk menambah jaringan sosial antara paktikan dengan para 
karyawan tempat paktikan melaksanakan kegiatan PKL agar nantinya 
dapat membantu dan menuntun praktikan saat memasuki dunia 
pekerjaan. 
4. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman kerja sesuai dengan disiplin 
ilmu yang diambil oleh praktikan, yaitu akuntansi.  
 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) tentunya dapat memberikan 
manfaat atau kegunaan. Secara teoritis kegiatan PKL ini dapat dijadikan sebagai 
pembuktian mengenai konsep-konsep pelajaran yang telah dipelajari di bangku 
perkuliahan. Sedangkan, secara praktis dengan adanya kegiatan PKL ini 
mahasiswa dapat mempraktikan teori-teori yang telah dipelajari di bangku kuliah 
apakah sesuai dengan yang ada di lapangan kerja sebenarnya.   Adapun beberapa 
kegunaan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dapat dirasakan oleh 
semua elemen yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 
Adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat memberikan 





a. Praktikan dapat mengetahui praktik atau penerapan ilmu akuntansi di 
lingkungan kerja. 
b. Sebagai bekal bagi praktikan dalam memasuki dunia kerja, baik di 
perusahaan, instansi pendidikan, atau pun di lingkungan pemerintah. 
c. Sebagai langkah awal bagi paktikan dalam menyesuaikan diri dengan 
lingkungan kerja dikemudian hari. 
d. Sebagai sarana bagi praktikan untuk menjadi lulusan yang professional 
ketika terjun di dunia kerja.  
e. Dapat meningkatkan wawasan praktikan pada saat menjalankan tugas 
atau pekerjaan ketika memasuki dunia kerja. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat menjalin hubungan 
baik dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan membuka peluang 
untuk melakukan kerja sama antara Fakultas Ekonomi UNJ dengan 
OJK. 
b. Setelah pelaksanaan PKL, diharapkan Fakultas Ekonomi UNJ 
mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum agar 
sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan 
tuntutan dunia industri kerja, sehingga Fakultas Ekonomi UNJ dapat 
mencetak lulusan yang kompeten dalam dunia kerja.  
c. Mengetahui seberapa besar peranan tenaga pengajar dalam memberikan 
materi perkuliahan untuk mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 





d. Sebagai sarana pengenalan bahwa Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta memiliki mahasiswa yang berkualitas dan mampu untuk 
bersaing. 
e. Dengan pelaksanaan PKL, Fakultas Ekonomi UNJ dapat menilai 
tentang kemampuan dan pemahaman mahasiswanya atas penyerapan 
ilmu yang dilakukan oleh mahasiswa selama proses pembelajaran di 
kampus. 
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan 
a. Dapat terjalin hubungan yang baik serta dapat menciptakan kerja sama 
antara FE UNJ dengan OJK. 
b. Membantu divisi kerja paktikan untuk dapat menyelesaikan tugasnya 
dengan baik dan tepat waktu. 
c. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenal kepribadian mahasiswa dari 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Otoitas Jasa 
Keuangan (OJK). Berikut ini merupakan informasi data perusahaan/ instansi 
tempat pelaksanaan PKL:  
Nama Instansi  : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Alamat  : Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 13 






Telepon  : (021) 2960 0000 
Faksmili  : (021) 385 8321 
Website  : http://www.ojk.go.id 
Satuan Kerja : Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B 
    Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 
Bagian  : Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan 
Alasan praktikan memilih untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di 
Otoritas Jasa Keuangan, yaitu karena tugas dan fungsi pembentukan Otoritas Jasa 
Keuangan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh oleh praktikan, 
yaitu Akuntansi. Selama mengikuti kegiatan belajar di Progam Studi S1 Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, praktikan mendapatkan mata kuliah 
Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya dimana dalam mata kuliah tersebut 
dipaparkan mengenai kegiatan kerja yang terdapat di sektor Perbankan, Pasar 
Modal, dan Indstri Keuangan Non- Bank Lainnya. Otoritas Jasa Keuangan 
sebagai lembaga regulator dalam lalu lintas keuangan di Indonesia tentunya 
memiliki peranan penting terhadap perekonomian Indonesia. Maka dari itu, 
praktikan memilih untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Otoritas 
Jasa Keuangan sebagai lembaga bergengsi dan bebas dari campur tangan pihak 
manapun.  
 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah dilaksanakan selama 40 hari kerja 





kerja mengikuti ketentuan waktu kerja pegawai OJK, yaitu hari Senin sampai 
dengan Jumat pukul 07.10 – 16.15 WIB (tidak berlaku flexi time).  
Berikut adalah perinician tahap pelaksanaan PKL: 
1. Tahap Persiapan 
Tahap pertama yang dilakukan oleh praktikan adalah menyiapkan seluruh 
dokumen yang diperlukan. Terlebih dahulu, praktikan mengurus surat 
permohonan pelaksanaan PKL pada tanggal 9 April 2018 di Biro Akademik 
Kemahasiswaan Dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yang ditujukan ke 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan permohonan pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan untuk periode 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 
September 2018. Setelah surat permohonan dibuat, praktikan menyampaikan 
permohonan Praktik Kerja Lapangan kepada Direktorat Learning Center 
Otoritas Jasa Keuangan dengan mendatangi langsung kantor Otoritas Jasa 
Keuangan Direktorat Learning Center yang beralamatkan di Gedung Wisma 
Mulia 2 Lantai 20,  Jl. Jend. Gatot Subroto No.42, RT.3/RW.2, Jakarta 
Selatan (12710). Adapun beberapa dokumen yang dilampirkan, yaitu 
Curriculum Vitae berisi foto, surat permohonan kampus, dan transkrip nilai 
terakhir. Permohonan Praktik Kerja Lapangan disampaikan paling lambat 2 
(dua) bulan sebelum waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang 
diajukan, yaitu pada bulan April 2018. Kemudian setelah menunggu 2 (dua) 
bulan tepatnya tanggal 10 Juli 2018, praktikan mendapat balasan dari pihak 
Otoritas Jasa Keuangan melalui e-mail bahwa permohonan Praktik Kerja 





2. Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Otoitas Jasa 
Keuangan (OJK) yang dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 10 
September 2018. Waktu kerja mengikuti ketentuan waktu kerja pegawai OJK, 
yaitu hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 07.10 sampai dengan 
pukul 16.15 WIB (tidak berlaku flexi time) dan untuk waktu istirahat dimulai 
dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, sedangkan pada hari 
Jumat waktu istirahat dimulai dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 
WIB. Dalam pelaksanaannya, praktikan diharuskan mengikuti prosedur 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan.  
3. Tahap Pelaporan 
Pada tahap ini, setelah kegiatan PKL selesai dan pembagian Dosen 
Pembimbing telah diumumkan, praktikan langsung menyusun Laporan 
Praktik Kerja Lapangan sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 
Akuntansi Fakultas Ekonomi- Universitas Negeri Jakarta. Data-data yang 
berkaitan dengan pelaksanaan kerja praktikan selama mengikuti kegiatan 
PKL, telah diizinkan oleh mentor praktikan untuk dimasukan ke dalam 
Laporan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan keperluannya. Dalam 
menyusun Laporan PKL ini, praktikan dapat menyelesaikannya dalam kurun 
waktu dua bulan, yaitu di bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan 
November 2018. Laporan PKL ini disusun berdasarkan apa yang paktikan 




TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Sejarah Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah direncanakan pembentukannya pada 
tahun 2010. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan suatu 
lembaga pengawasan yang mampu berfungsi sebagai pengawas terhadap seluruh 
kegiatan usaha baik yang dilakukan bank atau lembaga non-bank agar tidak ada 
lagi lempar tanggung jawab untuk pengawasan terhadap kegiatan usaha yang 
berlaku, maka berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dibentuklah Otoritas Jasa 
Keuangan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk 
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 
seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, yaitu sektor perbankan, 
pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank lainnya seperti dana pensiun, 
asuransi, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.  
Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan terpisah di bawah 
regulator, yaitu Bank Indonesia yang mengawasi perbankan dan Bapepam-LK 
(Lembaga Keuangan) yang mengawasi pasar modal dan industri keungan non-
bank. Untuk tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal baru 
secara resmi dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 
2012 yang sebelumnya tugas ini dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan 
Bapepam-LK. Sedangkan, untuk tugas pengawasan di sektor perbankan baru 




Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa Departemen sesuai dengan sektor 
yang diawasi. Salah satunya adalah Depatemen Pasar Modal yang membawahi 
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Direktorat Penilaian 
Keuangan Perusahaan Sektor Riil, dan Direktorat Lembaga Dan Profesi 
Penunjang Pasar Modal. Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan 
ditempatkan pada Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa dimana 
fungsi pokok dari Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa adalah 
melakukan pengembangan kebijakan, penelaahan dan pemantauan terkait Emiten 
dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa. Emiten dan Perusahaan 
Publik yang diawasi oleh Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 
terbagi menjadi Jasa Keuangan; Perdagangan dan Perhubungan; Properti dan Real 
Estate; Aneka Industri; Dasar, Logam dan Kimia; dan Pertambangan dan 
Agrobisnis. Pembentukan Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 
secara resmi terbentuk bersamaan dengan resminya OJK menggantikan dari 
BAPEPAM- LK, yaitu pada tanggal 31 Desember 2012.  
Seluruh Direktorat yang ada di Otoritas Jasa Keuangan visi, misi dan nilai-
nilai untuk mendukung pencapaian tujuannya mengikuti visi, misi dan nilai-nilai 
OJK, berikut adalah visi, misi dan nilai-nilai Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:  
1. Visi Otoritas Jasa Keuangan 
Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang 
terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu 
mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang 




2. Misi Otoritas Jasa Keuangan 
Selain visi di atas, OJK juga memilki misi, antara lain: 
a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa 
keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.  
b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan 
stabil. 
c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 
3. Nilai Strategis Otoritas Jasa Keuangan 
a. Integritas 
Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode 
etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan 
komitmen. 
b. Profesionalisme 
Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan 
kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. 
c. Sinergi 
Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik 
internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. 
d. Inklusif 
Inklusif adalah terbuka dan menerima keberagaman pemangku 






Visioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan 
(Forward Looking) serta dapat berpikir di luar kebiasaan (Out of The Box 
Thinking). 
 
B. Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor 
Jasa (DPKJ)  
Struktur organisasi adalah gambaran umum antara hubungan wewenang dan 
tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Dalam struktur organisasi tersusun 
mengenai pembagian tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing pihak dalam 
menjalankan kewajibannya masing-masing supaya dapat mencapai tujuan yang 
telah direncanakan. Struktur organisasi sangat diperlukan agar pembagian tugas 
dapat dibagikan dengan jelas. 
Dengan adanya struktur organisasi, tidak akan terjadi tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki tugas 
dengan kompleksitas yang tinggi tentunya memiliki struktur organisasi yang jelas 
agar tujuan OJK untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi untuk industri 
keuangan yang sehat dapat terpenuhi. 
Saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan praktikan ditempatkan pada 
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (DPKJ) Bagian 
Pemantauan Perusahaan Perdagangan & Perhubungan (PPPP).  
Berikut adalah struktur organisasi dari Direktorat Penilaian Keuangan 





Gambar II. 1 Struktur Organisasi Direktorat Penilaian Keuangan 
Perusahaan Sektor Jasa (DPKJ) 
(Sumber: Powerpoint PCS – OJK Angkatan 3 tahun 2016 yang diolah kembali 
oleh praktikan) 
Tugas pokok dan fungsi Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor 
Jasa (DPKJ)  berdasarkan PDK OJK No. 10/PDK 02/2017 tentang Organisasi 







Pengembangan kebijakan, penelaahan dan pemantauan terkait emiten dan 
perusahaan publik yang bergerak di sektor jasa, yang terintegrasi terhadap 
keseluruhan kegiatan di sektor jasa keu 
angan. 
2. Tugas Pokok: 
a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan emiten 
dan perushaan publik di sektor jasa. 
b. Menelaah pernyataan pendaftaran penawaran umum emiten dan 
perusahaan publik di sektor jasa. 
c. Menelaah pernyataan penawaran tender emiten dan perusahaan publik di 
sektor jasa. 
d. Menelaah pernyataan penggabungan usaha emiten dan perusahaan publik 
di sektor jasa. 
e. Menelaah keterbukaan aksi korporasi emiten dan perusahaan publik di 
sektor jasa. 
f. Memantau keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi emiten dan perusahaan 
publik di sektor jasa. 
g. Memantau laporan emiten dan perusahaan publik di sektor jasa; 
h. Mengembangkan kebijakan dan menyusun rancangan peraturan terkait 




i. Melakukan koordinasi dengan direktorat atau lembaga terkait dalam 
rangka  pengembangan kebijakan dan pengawasan terkait emiten dan 
perusahaan publik di sektor jasa. 
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor membawahi 2 (dua) bagian, 
yaitu: 
1) Deputi Direktur Penilain Perusahaan Sektor Jasa 
Tugas pokok bagian ini adalah melakukan penelaahan pernyataan pendaftaran 
termasuk prospektus dan dokumen lainnya, pernyataan penawaran tender, 
pernyataan penggabungan usaha, dan keterbukaan aksi korporasi emiten dan 
perusahaan publik untuk perusahaan jasa keuangan dan perusahaan jasa non 
keuangan. 
2) Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa 
Tugas pokok pada bagian ini terdiri dari: 
a) Melakukan penyiapan bahan perumusan pengawasan keterbukaan dan 
pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi emiten dan perusahaan publik untuk 
perusahaan sektor jasa. 
b) Penelaahan laporan serta pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan 
pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku bagi emiten dan perusahaan publik untuk 
perusahaan sektor jasa. 
c) Pengembangan kebijakan dan perumusan rancangan peraturan terkait 




Kemudian Deputi Direktur Pemantauan Perusahaan Sektor Jasa membawahi tiga 
bagian, yaitu: 
i. Bagian Pemantauan Perusahaan Jasa Keuangan 
Tugas pokok pada bagian ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan 
pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta 
pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi emiten dan 
perusahaan publik untuk perusahaan jasa Perbankan, asuransi, pembiayaan, 
sekuritas, dan investasi. 
ii. Bagian Pemantauan Perusahaan  Perdagangan dan Perhubungan 
Tugas pokok pada bagian ini adalah melakukan penyiapan bahan perumusan 
pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta 
pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi emiten dan 
perusahaan publik untuk perusahaan perdagangan, pariwisata, perhubungan, 
telekomunikasi, media massa, dan teknologi informasi. 
Selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan di OJK, praktikan 
ditempatkan pada bagian ini, yaitu Bagian Pemantauan Perusahaan  Perdagangan 






i) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan 
Tugas pokok pada subbagian ini adalah melakukan penyiapan bahan 
perumusan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan 
laporan, pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan 
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, serta pengumpulan dan pengelolaan data emiten dan perusahaan 
publik untuk perusahaan perdagangan. 
ii) Subbagian Pemantauan Perusahaan Perhubungan dan Telekomunikasi 
Tugas pokok pada subbagian ini adalah melakukan penyiapan bahan 
perumusan pengawasan pemenuhan keterbukaan dan persyaratan yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan 
laporan, pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan 
persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data emiten dan perusahaan 
publik untuk perusahaan perhubungan dan telekomunikasi.  
iii) Subbagian Pemantauan Perusahaan Media Massa, Teknologi Informasi, 
Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya  
Tugas pokok pada subbagian ini adalah melakukan penyiapan bahan 
perumusan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan 
laporan, pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan 




berlaku, serta pengumpulan dan pengolahan data emiten dan perusahaan 
publik untuk perusahaan media massa, teknologi informasi, pariwisata, 
dan perusahaan jasa lainnya. 
iii. Bagian Pemantauan Perusahaan Properti & Real Estate 
Tugas pokok pada bagian ini adalah  melakukan penyiapan bahan perumusan 
pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelaahan laporan, serta 
pelaksanaan pengawasan keterbukaan dan pemenuhan persyaratan yang 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi emiten dan 
perusahaan publik untuk perusahaan properti, perhotelan, real estate, dan 
konstruksi, pengembangan kebijakan dan perumusan rancangan peraturan terkait 
emiten dan perusahaan publik sektor jasa. 
 
C. Kegiatan Umum Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor 
Jasa (DPKJ) 
Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem 
pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam 
sektor jasa keuangan di Indonesia, yaitu Sektor Perbankan, Pasar Modal, dan 
Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) lainnya seperti dana pensiun, 
asuransi, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan 
memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi untuk 




Otoritas Jasa Keuangan memiliki Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B  
dimana didalmnya terdapat Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor 
Jasa yang fungsi pokoknya adalah melakukan pengembangan kebijakan, 
penelaahan dan pemantauan terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak 
di sektor jasa. Emiten dan Perusahaan Publik yang diawasi oleh Direktorat 
Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa terbagi menjadi Jasa Keuangan; 
Perdagangan dan Perhubungan; Properti dan Real Estate; Aneka Industri; Dasar, 
Logam dan Kimia; dan Pertambangan dan Agrobisnis. Kegiatan umum dari 
Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa adalah berkaitan dengan 
seluruh kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh emiten atau perusahaan 
publik sektor jasa, baik laporan berkala maupun laporan insidentil.  
1. Kewajiban Pelaporan Berkala: 
a. Laporan RUPS (POJK 32/2014)  
b. Laporan Keuangan Berkala (X.K.2) 
c. Laporan Tahunan (POJK 29/2016) 
d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil (POJK 30/2015) 
e. Penawaran Umum, Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang (IX.C.11) 
2. Kewajiban Pelaporan Insidentil: 
a. Keterbukaan Informasi Yang Harus Segeran Diumumkan Kepada Publik 
(Pojk 31/2015) 
b. Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu (Pojk 60/2015) 
c. Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang 




Dalam kegiatan sehari-harinya, Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor 
Jasa akan melakukan pengembangan kebijakan, penelaahan, dan pemantauan 
emiten atau perusahaan publik atas pengiriman laporan-laporan tersebut apakah 
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau tidak. Jika perusahaan tidak 




















PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) selama dua bulan terhitung mulai dari tanggal 16 Juli 2018 
sampai dengan 10 September 2018. Praktikan melaksanakan PKL di OJK Kantor 
Pusat yang bertempat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 13 Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 2- 4 Jakarta Pusat, Indonesia (10710). Saat 
pelaksanaan PKL, praktikan ditempatkan pada:  
Satuan Kerja : Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B 
    Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 
Bagian  : Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Otoritas Jasa 
Keuangan, praktikan dimentori oleh Ibu Akmalaia Purwaningsing yang memiliki 
jabatan sebagai Kepala Sub. Bagian Pemantauan Perusahaan Real Estate dan 
Konstruksi. Kemudian permohonan Praktik Kerja Lapangan praktikan diterima 
atas persetujuan dari Plt. Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan 
Perhubungan, yaitu Bapak Abu Rohman yang telah mengizinkan praktikan untuk 
melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Penilaian Keuangan 
Perusahaan Sektor Jasa bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan 
Perhubungan. Fungsi pokok dari Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan 




pemantauan terkait Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di sektor jasa. 
Emiten dan Perusahaan Publik yang diawasi oleh Direktorat Penilaian Keuangan 
Perusahaan Sektor Jasa terbagi menjadi Jasa Keuangan; Perdagangan dan 
Perhubungan; Properti dan Real Estate; Aneka Industri; Dasar, Logam dan Kimia; 
dan Pertambangan dan Agrobisnis. Terdapat daftar beberapa perusahaan sektor 
jasa yang diawasi oleh Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa 
yang terdapat pada (Lampiran 7, halaman 62). 
Beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan penelaahan laporan tahunan emiten dan perusahaan publik sektor 
jasa. 
2. Melakukan disposisi surat ke dalam aplikasi SINTA OJK.  
3. Merekapitulasi laporan utang atau kewajiban valuta asing emiten dan 
perusahaan publik sektor jasa.  
4. Monitoring tanggal penyampaian RUPS emiten atau perusahaan publik sektor 
jasa. 
5. Monitoring Laporan Keuangan Tengah Tahunan emiten atau perusahaan 
publik sektor jasa. 
 
B. Pelaksanaan Kerja 
Selama melaksanakan kegiatan PKL pada Direktorat Penilaian Keuangan 
Perusahaan Sektor Jasa Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan & 




praktikan catat secara lengkap, datanya terdapat pada lembar “Log Harian PKL di 
Otoritas Jasa Keuangan DPKJ Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan & 
Perhubungan” (Lampiran 6, Halaman 57).  
Pada hari petama pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan terlebih dahulu 
mengikuti kegiatan briefing PKL di kantor OJK yang bertempat di Gedung 
Wisma Mulia 2, Jakarta Selatan. Dalam briefing ini, diinformasikan kepada 
peserta Praktik Kerja Lapangan mengenai tata tertib dan prosedur yang harus 
dilakukan selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Otoritas Jasa 
Keuangan. Berikut adalah tata tertib dan prosedur yang harus dilakukan, 
diantarnya sebagai berikut:  
1. Peserta Praktik Kerja Lapangan menandatangani surat pernyataan untuk 
mematuhi tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan dan kesediaan 
untuk menjaga rahasia sebagaimana terlampir. 
2. Peserta Praktik Kerja Lapangan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di 
satuan kerja. 
a. Peserta Praktik Kerja Lapangan mengisi kehadiran pada form absensi. 
b. Peserta Praktik Kerja Lapangan sedapat mungkin tidak menjalankan 
lembur (tidak diberi uang lembur) dan dinas (tidak diberikan fasilitas 
perjalanan dinas). 
3. Peserta Praktik Kerja Lapangan yang akan mengakhiri Praktik Kerja 





a. Formulir Absensi yang ditandatangani oleh pejabat di Satuan Kerja 
minimal setingkat Kepala Sub Bagian. 
b.  Laporan pelaksanaan tugas selama menjalani Praktik Kerja Lapangan 
yang ditandatangani pejabat di Satuan Kerja minimal setingkat Kepala Sub 
Bagian. 
c. Penyampaian form absensi dan laporan individu sebagai dasar penerbitan 
surat keterangan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
4. Dress code yang digunakan selama kegiatan pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan adalah bebas, formal, dan sopan.  
Setelah melaksanakan briefing PKL, pada hari itu juga praktikan langsung 
menuju kantor pusat OJK dimana praktikan ditempatkan, yaitu di Gedung 
Sumitro Djojohadikusumo Lt. 13 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2- 4 Jakarta 
Pusat, Indonesia. 10710. Sesampainya di kantor OJK pusat, praktikan disambut 
oleh mentor praktikan dan berkenalan dengan staf-staf yang ada di Direktorat 
Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bagian Pemantauan Perusahaan 
Perdagangan dan Perhubungan. Pada hari kedua dan seterusnya praktikan 
langsung diarahi untuk melakukan beberapa tugas pekerjaan. Berikut ini adalah 
penjabaran dari tugas yang praktikan lakukan selama kegiatan PKL: 
1. Melakukan Penelaahan Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan 
Publik Sektor Jasa 
Laporan Tahunan yang sudah disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan 




Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan SEOJK 30/SEOJK.04/2016 
tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 
Laporan tahunan berdasarkan POJK 29/2016 adalah laporan pertanggung 
jawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan 
pengawasan terhadap Emiten dalam kurun waktu 1 tahun buku kepada RUPS 
yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.  
Dalam menelaah laporan tahunan, terdapat SPO atau Pedoman Penelahaan 
Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan alur kerjanya sebagai 
berikut:  (Lampiran 8, Halaman 63) 
a. Penjelasan Uraian Prosedur  
1) Setelah Laporan Tahunan (LT) diterima dari Emiten atau Perusahaan 
Publik (EPP) dan SPO Penyampaian Laporan Berkala dilaksanakan, 
dilakukan penelaahan atas LT. 
2) Penelaahan dilakukan dengan: 
a) Penelaahan atas kesesuaian bentuk, isi dan persyaratan dalam 
penyajian Laporan Tahunan. 
b) Penelaahan atas informasi mengenai penerapan Pedoman Tata 
Kelola. 
3) Pengungkapan penerapan Pedoman Tata Kelola paling sedikit 
memuat:  
a) Pernyataan mengenai telah dilaksanakannya rekomendasi dalam 




b) Penjelasan atas belum dilaksanakannya rekomendasi dalam 
Pedoman Tata Kelola yang paling sedikit memuat:  
i. Alasan belum diterapkannya; dan 
ii. Alternatif pelaksanaannya (jika ada).  
4) Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, dapat dilakukan tindak lanjut 
yang sesuai, yaitu: 
a) Apabila bentuk dan isi Laporan Tahunan serta pengungkapan 
informasi mengenai penerapan Pedoman Tata Kelola telah sesuai, 
maka disusun konsep Catatan Dinas hasil penelaahan dari Deputi 
Direktur pemantauan kepada Direktur (CD Selesai). 
b) Apabila bentuk dan isi Laporan Tahunan serta pengungkapan 
informasi mengenai penerapan Pedoman Tata Kelola belum sesuai, 
maka disusun konsep Catatan Dinas dari Deputi Direktur 
pemantauan kepada Direktur (CD) dan konsep Surat Tanggapan 
dari Direktur kepada Emiten dan Perusahaan Publik (Surat). 
5) Atas tanggapan dari Emiten dan Perusahaan Publik, apabila terdapat 
ketidaksesuaian, maka direkomendasikan usulan tindak lanjut yang 
dapat berupa pembinaan, Pemeriksaan Teknis, Dilimpahkan ke 
Direktorat Pemeriksaan Khusus Pasar Modal (DPKM). 
b. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas 
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 




c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan 
Kegiatan di Bidang Pasar Modal, 
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang 
Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 
e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang 
Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. 
f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang 
Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan 
g. Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan. 
 Laporan tahunan emiten atau perusahaan publik harus memuat informasi 
penting yang terdiri dari:  
a. Ikhtisar data keuangan penting 
b. Laporan Dewan Komisaris 
c. Laporan Direksi 
d. Profil Perusahaan 
e. Analisis dan pembahasan manajemen 
f. Tata kelola peusahaan 
g. Tanggung jawab sosial perusahaan 
h. Laporan Keuangan Tahunan auditan 
i. Pernyataan tanggung jawab Direktur dan Dewan komisaris atas kebenaran 




Dalam melaksanakan tugas menelaah laporan tahunan emiten dan perusahaan 
publik, langkah-langkah yang harus praktikan lakukan adalah sebagai beikut: 
(Lampiran 9, Halaman 64) 
a. Buka laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.  
b. Kemudian buka tools alat bantu penelaahan laporan tahunan dalam bentuk 
Ms. Excel. 
c. Kemudian praktikan telaah satu persatu setiap isi dari laporan tahunan 
tersebut. Pertama praktikan harus menelaah isi dari Ikhtisar Data Keuangan 
Penting. Dalam tools penelaah laporan tahunan ada dua kolom yang harus 
diisi, yaitu kolom kondisi dan keterangan. Misalnya, untuk data penjualan, 
dalam kolom kondisi jika tedapat data penjualan isikan YA jika ada, TIDAK 
jika tidak ada, dan NA jika perusahaan tidak menyelenggarakan. Lalu ketik 
halaman dimana data tersebut berada pada kolom keterangan. (Lampiran 9, 
Halaman 64) 
d. Kemudian praktikan harus menelaah isi dari Laporan Dewan Komisaris. 
Dalam kolom kondisi isikan YA jika ada, TIDAK jika tidak ada, dan NA jika 
perusahaan tidak menyelenggarakan. Lalu ketik halaman dimana data 
tersebut berada pada kolom keterangan. (Lampiran 9, Halaman 65) 
e. Selanjutnya praktikan harus menelaah isi dari Laporan Direksi. Dalam kolom 
kondisi isikan YA jika ada, TIDAK jika tidak ada, dan NA jika perusahaan 
tidak menyelenggarakan. Lalu ketik halaman dimana data tersebut berada 




f. Setelah itu praktikan harus menelaah isi dari Profil Perusahaan. Dalam kolom 
kondisi isikan YA jika ada, TIDAK jika tidak ada, dan NA jika perusahaan 
tidak menyelenggarakan. Lalu ketik halaman dimana data tersebut berada 
pada kolom keterangan. (Lampiran 9, Halaman 67) 
g. Setelah itu praktikan harus menelaah isi dari Analisis dan Pembahasan 
Manajemen. Dalam kolom kondisi isikan YA jika ada, TIDAK jika tidak ada, 
dan NA jika perusahaan tidak menyelenggarakan. Lalu ketik halaman dimana 
data tersebut berada pada kolom keterangan. (Lampiran 9, Halaman 68) 
h. Lalu praktikan harus menelaah isi dari Tata Kelola Perusahaan. Dalam kolom 
kondisi isikan YA jika ada, TIDAK jika tidak ada, dan NA jika perusahaan 
tidak menyelenggarakan. Lalu ketik halaman dimana data tersebut berada 
pada kolom keterangan. (Lampiran 9, Halaman 69) 
i. Kemudian telaah isi dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam kolom 
kondisi isikan YA jika ada, TIDAK jika tidak ada, dan NA jika perusahaan 
tidak menyelenggarakan. Lalu ketik halaman dimana data tersebut berada 
pada kolom keterangan. (Lampiran, Halaman 70) 
j. Lalu telaah isi dari Laporan Keuangan Tahunan Auditan. Dalam kolom 
kondisi isikan YA jika ada, TIDAK jika tidak ada, dan NA jika perusahaan 
tidak menyelenggarakan. Lalu ketik halaman dimana data tersebut berada 
pada kolom keterangan. (Lampiran 9, Halaman 71) 
k. Dan terakhir telaah isi dari Pernyataan Tanggung Jawab Direktur dan Dewan 
Komisaris atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan. Dalam kolom kondisi isikan 




menyelenggarakan. Lalu ketik halaman dimana data tersebut berada pada 
kolom keterangan. (Lampiran 9, Halaman 72) 
l. Setelah selesai menelaah seluruh isi dari laporan tahunan, praktikan harus 
menyimpan hasil penelaahan tersebut dalam tools alat bantu penelaahan 
laporan tahunan Ms. Excel dan memberikannya kepada mentor praktikan. 
Nantinya mentor praktikan akan memeriksa dan memberikan evaluasi 
terhadap hasil telaahan praktikan.  
2. Melakukan Disposisi Surat Ke Dalam Aplikasi SINTA OJK 
Di OJK terdapat aplikasi penyimpanan surat yang disebut SINTA. Surat dari 
Emiten atau Perusahaan Publik akan dilakukan penginputan nomor surat, tanggal 
penerimaan disposisi pada SINTA dan kemudian dikelompokkan berdasarkan 
subbagian masing-masing. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan 
praktikan saat menjalankan tugas ini: 
a. Langkah pertama adalah log- in dengan memasukan username dan password 
yang telah diberikan oleh mentor praktikan pada web 
https://sinta.ojk.go.id/sinta/Account/Login (Lampiran 10, halaman 73) 
b. Setelah berhasil log-in SINTA OJK, praktikan harus mengganti nama 
penerima disposisi surat dari Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang 
menerima adalah Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan 
Perhubungan. Klik foto profil pada pojok kanan tampilan SINTA OJK, lalu 
ganti menjadi nama “Ahmad Derry F” selaku Kepala Bagian Pemantauan 




c. Langkah selanjutnya, pada pojok kiri tampilan SINTA OJK terdapat kotak 
Dashboard. Lalu pilih menu “Disposisi Surat” dan klik menu “Terima 
Disposisi” (Lampiran 10, Halaman 74) 
d. Setelah itu akan muncul tampilan berupa surat-surat yang telah masuk pada 
SINTA OJK. Kemudian klik semua perusahaan yang telah masuk suratnya. 
(Lampiran 10, Halaman 75) 
e. Setelah menerima seluruh surat masuk, tugas selanjutnya praktikan akan 
mengagendakan surat-surat yang baru masuk. Praktikan akan menerima surat 
– surat tersebut dalam bentuk hard copy. 
f. Pada kolom “Disposisi Surat” klik “Disposisi Diteima”, lalu akan muncul 
tampilan surat-surat yang akan diagendakan (Lampiran 10, Halaman 75) 
g. Ctrl+F pada keyboard komputer, lalu masukan nomor kode yang tecatat pada 
hard copy surat tersebut. 
h. Akan muncul kotak dialog “Agendakan” kemudian klik “OK” (Lampiran 
10, Halaman 76) 
i. Tahap terakhir adalah mengelompokan surat tersebut sesuai dengan 
mengelompokannya sesuai dengan Kasubag yang akan menerimanya.  
j. Buka tools Ms. Excel “Data Emiten dan Perusahaan Publik DPKJ” kemudian 
Ctrl+F dan masukan nama Emiten yang mengirim surat tersebut. Setelah itu 
akan muncul di kelompok sektor mana Emiten tesebut berada. Terdapat tiga 
kelompok sektor pada divisi kerja praktikan, yaitu:  
1) Perdagangan (PPPD) 




3) Media Massa dan Teknologi Informasi (PPMT) 
k. Langkah terakhir adalah memberikan seluruh dokumen yang sudah di-input 
ke dalam SINTA OJK kepada Kasubag praktikan. 
3. Merekapitulasi Laporan Utang Atau Kewajiban Valuta Asing Emiten 
Dan Perusahaan Publik Sektor Jasa 
Emiten atau Perusahaan Publik diwajibkan menyampaikan Laporan Utang 
atau Kewajiban dalam Valuta Asing kepada OJK setiap bulan. Laporan utang 
dalam bentuk valutas asing ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan 
agar dapat terpantau kondisi kesehatan keuangan emiten atau perusahaan publik 
tersebut. Laporan Utang atau Kewajiban dalam Valuta Asing yang telah 
disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik setiap bulannya akan dilakukan 
penginputan ke dalam One Drive Rekap Utang Valas Direktorat Penilaian 
Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (DPKJ). Berikut adalah langkah-langkah yang 
harus dilakukan praktikan saat menjalankan tugas ini:   
a. Sebelumnya laporan ini telah diberikan oleh mentor praktikan yang 
sumbernya langsung berasal dai emiten atau perusahaan publik tersebut. 
b. Dalam merekap utang atau kewajiban dalam valuta asing, langkah petama 
yang harus dilakukan praktikan adalah menentukan bulan yang akan diinput. 
Setelah menentukan bulannya, praktikan akan membuka file one drive yang 
berisikan data utang atau kewajiban dalam bentuk valuta asing milik emiten 




c. Kemudian CTRL+F pada keyboard komputer untuk mencari nama emiten 
atau perusahaan publik yang akan diinput laporan utang atau kewajibannya 
dalam bentuk valuta asing. (Lampiran 12, Halaman 78) 
d. Kemudian perhatikan tanggal pelaporan yang dilakukan oleh emiten atau 
perusahaan publik. Jika melebihi tanggal 10 pada bulan selanjutnya, maka 
emiten atau perusahaan publik akan dikenakanan sanksi dan ditulis pada 
kolom keterangan keterlambatan.  
e. Setelah itu, isikan nilai utang tersebut sesuai dengan mata uangnya sesuai 
dengan keterangan dan klasifikasi utang atau pinjaman. Misalnya jika 
perusahaan memiliki utang bank, masukan berapa nilainya sesuai dengan 
mata uangnya. (Lampiran 12, Halaman 78) 
f. Jika sudah selesai, praktikan akan menyimpan file tersebut ke dalam One 
Drive Rekap Utang Valas Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor 
Jasa (DPKJ). Kemudian file tersebut akan praktikan kirim kepada mentor 
melalui e-mail. 
4. Monitoring Tanggal Penyampaian RUPS Emiten Atau Perusahaan 
Publik Sektor Jasa 
Salah satu kewajiban yang harus dilakukan Emiten dan Perusahaan Publik 
kepada OJK, yaitu pelaporan RUPS yang kewajibannya telah diatur dalam POJK 
32/2014. RUPS terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: 
a. RUPS Tahunan 





b. RUPS Lainnya 
Dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk 
kepentingan emiten atau perusahaan publik. 
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Rencana Dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pelaporan 
RUPS oleh emiten atau perusahaan wajib dilakukan kepada OJK dengan 
pertimbangan: 
a. Bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan 
Terbuka perlu ditingkatkan untuk lebih melindungi hak pemegang saham 
dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 
b. Bahwa ketentuan mengenai Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum 
Pemegang Saham bagi Perusahaan Terbuka memerlukan penyesuaian sejalan 
dengan kebutuhan industri Pasar Modal akan pelaksanaan tata kelola 
perusahaan yang baik.  
Pelaporan RUPS ini juga memiliki alur- alurnya. Berikut ini adalah timeline 
RUPS yang harus diikuti oleh Emiten dan Perusahaan Publik.  
 
Gambar III. 1 Timeline RUPS Emiten atau Perusahaan Publik 





Gambar III. 2 Timeline Pelaporan RUPS Emiten atau Perusahaan Publik 
(Sumber: Powerpoint PCS- OJK Angkatan 3 tahun 2016) 
Saat kegiatan PKL berlangsung, praktikan melakukan tugas monitoring 
tanggal penyampaian RUPS yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik 
sektor jasa kepada OJK. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan praktikan 
dalam melakukan monitoring RUPS, sebagai berikut: 
a. Langkah pertama adalah tentukan nama emiten atau perusahaan publik yang 
melakukan pelaporan RUPS. 
b. Kemudian buka file Monitoring RUPST RUPSLB dalam bentuk Microsoft 
Excel yang telah dibuat oleh mentor praktikan. (Lampiran 12, Halaman 79) 
c. Selanjutnya tekan CTRL+F pada keyboard komputer nama emiten atau 
perusahaan publik yang melakukan peloparam RUPS tersebut. (Lampiran 
12, Halaman 79)  
d. Setelah itu lihat jenis pelaporan yang ingin disampaikan oleh emiten atau 




disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik, dapat dilihat pada surat 
bagian “perihal”, pada bagian tersebut emiten atau perusahaan publik akan 
memberi tahu jenis pelaporan yang akan disampaikan (Lampiran 13, 
Halaman 82). Contohnya pada bagian perihal perusahaan ingin 
mengagendakan revisi RUPSLB. Kemudian praktikan tinggal mengisikan 
jenis RUPS, yaitu RUPST atau RUPSLB. Isikan Tanggal RUPS yang 
terdapat dalam surat, isikan “tanggal yang seharusnya” yang dihitung dari 5 
(lima) hari kerja sebelum surat tersebut disampaikan ke OJK. Kemudian 
isikan keterengan Telat atau Tidak Telat. (Lampiran 12, Halaman 79) 
e. Setelah selesai praktikan menyimpannya dalam  file Monitoring RUPST 
RUPSLB dalam bentuk Microsoft Excel, lalu akan praktikan serahkan kepada 
mentor praktikan.  
5. Monitoring Laporan Keuangan Tengah Tahunan Emiten Atau 
Perusahaan Publik Sektor Jasa 
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/ POJK.04/2016 
Laporan keuangan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akhir periode. Dalam 
pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan melakukan tugas rekapitulasi Laporan 
Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) Emiten atau Perusahaan Publik yang 
disampaikan kepada OJK ke dalam rekap Laporan Keuangan Tengah Tahunan 
(LKTT) Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa. Dalam 
merekapitulasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan hanya 3 laporan saja yang 




dan Laporan Arus Kas karena 3 laporan itu yang akan berkaitan dengan 
pengurukuran rasio keuangan. Setelah merekapitulasi laporan tersebut, nantinya 
akan diukur beberapa rasio keuangan, seperti ROA, ROE, Debt to Asset, Debt to 
Equity, dan Current Asset. praktikan dibantu dengan  tools data laporan keuangan 
suatu Emiten atau Perusahaan Publik. Berikut adalah langkah-langkah dalam 
merekapitulasi Laporan Keuangan Tengah Tahunan.  
a. Langkah pertama, yaitu buka laporan keuangan tengah tahunan yang telah 
diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertai 
pendapat dari Akuntan tersebut. (Lampiran 14, Halaman 84). 
b. Kemudian buka tools data laporan keungan suatu Emiten atau Perusahaan 
Publik dan masukan password yang diminta. Isikan nilai dari setiap akun- 
akun yang terdapat di laporan keuangan tengah tahunan mulai dari Laporan 
Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, dan Laporan Arus Kas 
di kolom LKTT 2017.  
c. Dalam kolom Laporan Posisi Keungan, praktikan harus mengisikan nilai dari 
beberapa akun, seperti nilai aset, liabilitas, dan ekuitas. (Lampiran 15,  
Halaman 88). 
d. Selanjutnya dalam kolom Laporan Laba Rugi Komprehensif, praktikan juga  
harus mengisikan nilai dari beberapa akun, seperti nilai pendapatan, beban 
pokok penjualan dan laba bruto. (Lampiran 15, Halaman 89) 
e. Terakhir dalam kolom Laporan Arus Kas, praktikan juga  harus mengisikan 
nilai arus kas dai aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan nilai 




f. Setelah selesai merekapitulasi, selanjutnya akan dilakukan pengukuran rasio  
keuangan ROA, ROE, Debt to Asset, Debt to Equity, dan Current Asset. 
Kemudian akan  dianalisa kondisi kesehatan keuangan perusahaan dari 
pengukuran rasio keuangan tersebut, apakah ada akun- akun yang mengalami 
penurunan atau tidak, kemudian akan dianalisis berdasarkan CALK 
perusahaan tersebut.  
g. Setelah itu praktikan menyimpan file tersebut lalu diberikan kepada mentor 
praktikan.  
 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Otoritas Jasa Keuangan, 
praktikan mengalami beberapa kendala dalam mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh mentor. Beberapa kendala yang dialami oleh praktikan, antara lain: 
1. Dalam melaksanakan tugas SINTA OJK, praktikan mengalami kendala 
berupa lambatnya sistem website https://sinta.ojk.go.id/sinta/Account/Login. 
Lambatnya sistem website tersebut membuat waktu praktikan harus 
menunggu lama.  
2. Saat melaksanakan tugas Monitoring RUPS, praktikan pada awalnya kurang 
memahami alur pelaporan RUPS kepada OJK karena saat di bangku kuliah 
praktikan tidak mengambil mata kuliah pilihan Pasar Modal. Kurangnya 
pemahaman praktikan akan materi Pasar Modal membuat praktikan merasa 
sedikit kesulitan dalam melakukan pemahaman terhadap pelaporan RUPS 




3. Praktikan mengalami kendala dalam melaksanakan tugas menelaah laporan 
tahunan. Dalam menelaah laporan tahunan suatu emiten atau peusahaan 
publik, praktikan dapat menghabiskan waktu satu setengah hari untuk satu 
laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Ketika di bangku 
perkuliahan, praktikan hanya diajarkan menelaah perubahan rasio keuangan 
pada yang datanya dilihat dalam laporan tahunan emiten atau perusahaan 
tersebut, sedangkan dalam menelaah laporan tahunan semua komponen harus 
ditelaah tidak hanya rasio keuangannya saja, sehingga praktikan mengalami 
kesulitan dalam menelaah seluruh isi laporan tahunan emiten atau perusahaan 
publik.  
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Untuk mengatasi kendala-kendala yang praktikan hadapi saat melaksanakan 
kegiatan PKL, ada beberapa upaya yang praktikan lakukan, antara lain:  
1. Untuk mengatasi kendala lambatnya sistem website 
https://sinta.ojk.go.id/sinta/Account/Login praktikan mengatasinya dengan 
cara melakukan pekerjaan lain ketika sistem tersebut berhenti sejenak, jika 
sistem tersebut berjalan kembali, praktikan melanjutkan lagi pekerjaan 
SINTA OJK tersebut. Dalam hal ini, praktikan dituntut untuk bersikap 
multitasking supaya tidak menunggu terlalu lama, sehingga pekerjaan akan 
terselesaikan dengan tepat waktu.  
2. Praktikan berusaha untuk terus belajar dan sering bertanya ketika tidak 




belajar pada mentor praktikan saja, tapi juga selalu bertanya dan belajar 
dengan karyawan lain, sehingga praktikan dapat lebih memahami dan mudah 
untuk mengerjakan tugas yang diberikan.  
3. Meskipun di bangku kuliah tidak diajarkan menelaah laporan tahunan suatu 
emiten atau perusahaan publik, praktikan berusaha untuk belajar kepada 
teman-teman peserta PKL OJK dan berusaha untuk lebih memahami 
bagaimana menelaah laporan tahunan perusahan dengan baik, supaya 






A. Kesimpulan  
Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia kerja 
bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi – UNJ sekaligus memberikan kesempatan 
mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, mahasiswa diwajibkan menjalani 
program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang disesuaikan dengan kebutuhan 
program studi masing-masing. Program PKL memberikan kompetensi pada 
mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis 
kondisi lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya Program Studi 
mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan agar mahasiswa dapat 
mengembangkan ketrampilan dan memahami etika pekerjaan dengan cara terjun 
langsung ke lapangan dan untuk mendapatkan kesempatan dalam menerapkan 
ilmu pengetahuan yang di dapat saat mengkuti kegiatan perkuliahan. Dengan 
harapan supaya mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja setelah lulus nanti. 
Dari beberapa maksud Praktik Kerja Lapangan yang telah praktikan 
sampaikan pada bab pendahuluan, bahwa selama melaksanakan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan di Otoritas Jasa Keuangan tepatnya pada Direktorat Penilaian 
Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (DPKJ) Bagian Pemantauan Perusahaan 





1. Praktikan dapat mengimplementasikan teori yang telah praktikan pelajari 
selama di bangku perkuliahan. Praktikan dapat menerapkan ilmu yang telah 
dipelajari dalam melaksanakan tugas yang diberikan khususnya dalam 
menelaah laporan tahunan. Di bangku kuliah praktikan telah dipaparkan 
mengenai laporan tahunan, namun belum dijelaskan secara lebih rinci dalam 
menalaah laporan tahunan secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas 
monitoring laporan keuangam tengah tahunan, praktikan tidak mengalami 
kesulitan yang begitu besar karena sebelumnya telah mengetehaui istilah-
istilah penting yang terdapat di laporan keuangan. Secara keseluruhan, 
praktikan lebih mudah memahami teori ketika langsung dipraktikan.  
2. Selama mengikuti kegiatan PKL di Direktorat Penilaian Keuangan 
Perusahaan Sektor Jasa, praktikan belajar bahwa perusahaan terbuka yang 
telah melakukan IPO memiliki kewajiban pelaporan secara berkala dan 
insidentil kepada OJK, diantaranya: 
a. Laporan RUPS (POJK 32/2014) 
b. Laporan Keuangan Berkala (X.K.2) 
c. Laporan Tahunan (POJK 29/2016) 
d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil (POJK 30/2015) 
e. Penawaran Umum, Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang (IX.C.11) 
Praktikan belajar apakah maksud dari laporan-laporan tersebut dan 
bagaimana OJK mengolahnya, lalu jika ada emiten atau perusahaan publik 
yang melanggarnya akan ada sanksi yang diberikan. Praktikan belajar 




kegiatan emiten dan perusahaan publik di sektor jasa khususnya di sektor 
Pasar Modal. 
3. Selama melaksanakan kegitan PKL di OJK, praktikan mendapatkan banyak 
wawasan dan menjadikannya sebagai sebuah pengalaman kerja. Praktikan 
jadi mengetahui bahwa OJK memiliki banyak peraturan yang harus dipatuhi 
oleh perusahaan publik. Salah satunya praktikan menjadi tahu bahwa emiten 
atau perushaan publik memiliki kewajiban berkelanjutan pasca melakukan 
IPO terutama dalam aspek keterbukaan, diantaranya adalah: 
a. Kewajiban pelaporan berkala dan insidentil. 
b. Kewajiban implementasi dan pelaporan governance. 
c. Kewajiban keterbukaan informasi aksi korporasi. 
 
B. Saran 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) telah memberikan banyak pengalaman bagi 
praktikan. Adapun beberapa saran yang ingin praktikan sampaikan dalam 
pelaksanaan progam PKL, yaitu: 
1. Saran Bagi Praktikan 
a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri baik dari segi pengetahuan dan 
ketrampilan, agar dalam mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
dapat mudah memahami tugas yang diberikan. 
b. Paktikan harus bersikap aktif dan tidak malu untuk bertanya dalam 




Kerja Lapangan, agar tugas yang diberikan oleh mentor dapat 
terselesaikan dengan baik dan benar. 
c. Praktikan harus bisa memahami management waktu yang baik dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan selama kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan, agar dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan dapat 
melanjutkan tugas lain lagi. 
2. Saran Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat 
memfasilitasi mahasiswa selanjutnya yang ingin melaksanakan PKL 
untuk mendapatkan tempat PKL pada perusahaan, instansi ataupun 
BUMN yang telah terjalin kerja sama dengan UNJ, agar seluruh 
mahasiswa dapat melaksanakan PKL dengan tepat waktu karena untuk 
mendapatkan tempat PKL membutuhkan waktu yang cukup lama. 
b. Sebaiknya pembagian dosen pembimbing PKL dilakukan sebelum 
praktikan melaksanakan kegiatan PKL, agar dapat mempersiapkan hal-
hal apa saja yang dibutuhkan saat pembuatan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan.  
c. Sebaiknya penyuluhan mengenai Praktik Kerja Lapangan dilakakukan 
dua bulan sebelum melaksanakan kegiatan PKL, agar mahasiswa dapat 
mengetahui bagaimana alur pelaksanaan PKL dan kriteria 






3. Saran Bagi Otoritas Jasa Keuangan 
a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan diharapkan telah menyiapkan daftar tugas 
bagi peserta PKL sebelum pelaksanaan kegiatan PKL, agar peserta PKL 
tidak kebingungan saat minggu pertama pelaksanaan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan. 
b.  Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengumumkan informasi 
penerimaan pserta PKL dapat dilakukan lebih cepat lagi, agar peserta 
PKL dapat menyiapkan tempat PKL yang lain jika tidak diterima di OJK. 
c. Sebaiknya Otoritas Jasa Keuangan menerima lebih banyak lagi peserta 
PKL, agar pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu 
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Lampiran 9: Langkah – Langkah Menelaah Laporan Tahunan 















































i. Tampilan Dalam Mengisi Pernyataan Tanggung Jawab Direktur Dan 





Lampiran 10: Langkah – Langkah SINTA OJK 
a. Langkah pertama Log-in SINTA OJK 
 
 





c. Langkah ketiga pengisian SINTA OJK 
 
 






e. Langkah  kelima pengisian SINTA OJK 
 
 
























Lampiran 11: Rekap Laporan atau Kewajban Valuta Asing  






























Lampiran 13: Contoh Dokumen Agenda RUPS ke OJK 

































Lampiran 14: Contoh Laporan Keuangan PT. Hexindo Adiperkasa Tbk 
























Lampiran 15: Tools Laporan Keuangan Tengah Tahunan 











LKT 2015 LKT 2016 LKTT 2017 LKT 2017
Data Laporan Keuangan  (Dalam USD)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Aset 378.703.327,00              281.604.983,00              254.985.706,00              283.350.512,00              
Aset lancar 326.764.342,00              230.738.541,00              208.790.201,00              238.267.222,00              
kas dan setara kas 9.874.711,00                   53.733.846,00                 43.453.965,00                 57.862.613,00                 
piutang usaha 110.371.733,00              58.561.335                       56.413.916                       68.799.134                       
pihak ketiga 110.371.733,00              58.461.591,00                 56.344.949,00                 68.778.823,00                 
pihak berelasi 0                                     99.744,00                         68.967,00                         20.311,00                         
persediaan 200.497.047,00              114.963.662,00              103.939.224,00              106.469.865,00              
aset lancar lainnya 6.020.851,00                   3.479.698,00                   4.983.096,00                   5.135.610,00                   
Aset tidak lancar 51.938.985,00                 50.866.442,00                 46.195.505,00                 45.083.290,00                 
piutang pihak berelasi non usaha 0                                     0                                     0                                     0                                     
investasi pada entitas asosiasi 0                                     0                                     0                                     0                                     
properti investasi 0                                     0                                     0                                     0                                     
aset tetap 37.176.211,00                 35.749.120,00                 34.673.233,00                 33.931.351,00                 
aset tidak lancar lainnya 14.762.774,00                 15.117.322,00                 11.522.272,00                 11.151.939,00                 
Liabilitas 150.598.530,00              52.889.051,00                 117.342.148,00              133.047.144,00              
Liabilitas jangka pendek (lancar) 142.448.475,00              43.199.872,00                 106.475.251,00              123.157.890,00              
utang bank 41.000.000,00                 0                                     0                                     0                                     
utang usaha 78.457.871,00                 18.213.739,00                 43.870.570,00                 66.242.691,00                 
bagian lancar atas liabilitas jk panjang 46.178,00                         286.607,00                       833.986,00                       1.771.235,00                   
liabilitas jk pendek lainnya 22.944.426,00                 24.699.526,00                 61.770.695,00                 55.143.964,00                 
Liabilitas jangka panjang 8.150.055,00                   9.689.179,00                   10.866.897,00                 9.889.254,00                   
utang bank & LK jk panjang 0                                     0                                     0                                     0                                     
utang pihak berelasi nonusaha 0                                     0                                     0                                     0                                     
utang sewa pembiayaan 82.984,00                         497.421,00                       2.471.364,00                   1.251.853,00                   
utang obligasi / sukuk / obligasi konversi 0                                     0                                     0                                     0                                     
liabilitas jk panjang lain 8.067.071,00                   9.191.758,00                   8.395.533,00                   8.637.401,00                   
Ekuitas 228.104.797,00              228.715.932,00              137.643.558,00              150.303.368,00              
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk 228.104.797,00              228.715.932,00              137.643.558,00              150.303.368,00              
modal saham 23.232.926,00                 23.232.926,00                 23.232.926,00                 23.232.926,00                 
tambahan modal disetor 7.998.836,00                   7.998.836,00                   7.998.836,00                   7.998.836,00                   
saldo laba (defisit) 198.145.251,00              198.939.540,00              106.340.058,00              119.096.822,00              
Komponen Ekuitas lainnya -  (1.272.216,00)                 (1.455.370,00)                 71.738,00                         (25.216,00)                       
Kepentingan nonpengendali
378.703.327,00              281.604.983,00              254.985.706,00              283.350.512,00              
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Pendapatan 392.670.342,00              275.437.463,00              157.452.727,00              343.228.140,00              
beban pokok penjualan (angka positif) 323.938.133,00              227.275.838,00              125.185.091,00              272.719.324,00              
laba bruto 68.732.209,00                 48.161.625,00                 32.267.636,00                 70.508.816,00                 
pendapatan keuangan 535.221,00                       627.178,00                       253.485,00                       493.405,00                       
beban keuangan  (angka positif) 325.891,00                       206.011,00                       205.984,00                       404.601,00                       
laba (rugi) sebelum pajak 26.450.888,00                 10.488.865,00                 13.056.956,00                 30.627.218,00                 
Beban (manfaat) Pajak 7.098.918,00                   2.974.576,00                   3.264.239,00                   8.077.737,00                   
laba rugi periode berjalan 19.351.970,00                 7.514.289,00                   9.792.717,00                   22.549.481,00                 






















b. Tampilan saat merekapitulasi Laporan Laba Rugi Komprehensif 
 
 

















Lampiran 17: Dokumentasi 
 
 
